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A B S T R A K 
Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) di Kota Gorontalo dengan menitikberatkan pada pemanfaatan 

Pasar Sentral sebagai studi kasus. Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk memahami bagaimana kebijakan RTRW dijalankan serta factor- 

faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan bersifat 

deskripstif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan kebijakan RTRW di Kota Gorontalo masih belum berjalan 

secara optimal. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala antara lain: 

1) kurangnya sosialisasi kebijakan kepada Masyarakat dan pedagang, 2) 

keterbatasan sumber daya baik dari segi keuangan maupun tenaga ahli, 3) 

kurangnya proaktivitas pelaksana kebijakan dalam menegakkan aturan 

serta menangani pelanggaran tata ruang, dan 4) birokrasi yang masih 

kompleks dengan koordinasi yang lemah antar instansi terkait. Penelitian 

ini menekankan bahwa diperlukan pengawasan yang lebih ketat, sosialisasi 

kebijakan yang lebih luas, serta sinergi antara pemerintah dan Masyarakat 

sangat diperlukan untuk menciptakan tata ruang wilayah yang lebih tertata, 

nyaman, dan produktif. 

 
 A B S T R A C T  

This research examines the implementation of the Regional Spatial Plan 

(RTRW) policy in Gorontalo City by focusing on the utilization of the Central Market as a case study. The main 

objective of this research is to understand how the RTRW policy is implemented and the factors that influence its 

effectiveness. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, 

observation, and documentation. The results show that the implementation of the RTRW policy in Gorontalo City 

is still not running optimally. Some of the main factors that become obstacles include: 1) lack of policy 

socialization to the community and traders, 2) limited resources, both in terms of finance and experts, 3) lack of 

proactivity of policy implementers in enforcing rules and dealing with spatial violation, and 4) complex 

bureaucracy with weak coordination between related agencies. This research emphasizes that stricter supervision, 

wider policy socialization, and synergy between the government and the community are needed to creat a more 

orderly, comfortable, and productive spatial area. 
 

 

PENDAHULUAN 
Perencanaan wilayah, termasuk kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berfokus pada 

pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang tertata dengan baik memiliki keuntungan sosial, lingkungan, 
dan ekonomi. RTRW bertanggung jawab secara strategis untuk mengatur pemanfaatan ruang di Kota 
Gorontalo dengan tujuan menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan. Pengelolaan ruang 
publik, termasuk pasar sentral, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, merupakan 
komponen penting dari kebijakan ini. Namun, berbagai kesulitan seringkali menghalangi pelaksanaan 
kebijakan ini dari mencapai tujuan. 

Tujuan kebijakan RTRW secara teoritis adalah untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang 
agar sesuai dengan peruntukan yang telah direncanakan. Kebijakan ini harus mampu memfasilitasi 
perdagangan tanpa mengganggu keamanan dan kenyamanan kota, sesuai dengan pasar. Dalam penelitian 
ini, model implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edwards III dan Charles O. Jones, yang 
menekankan bahwa sikap pelaksana, struktur birokrasi, komunikasi, dan sumber daya adalah faktor utama 
keberhasilan implementasi kebijakan publik. 

Tetapi kebijakan RTRW Kota Gorontalo masih menghadapi banyak masalah dalam 
pelaksanaannya. Tidak ada sosialisasi kebijakan yang cukup kepada masyarakat dan pedagang, kekurangan 
sumber daya keuangan dan tenaga ahli, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya proaktif dalam 
menegakkan aturan, dan birokrasi yang masih rumit. Selain itu, masih ada banyak pedagang yang memilih 
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berjualan di bahu jalan, trotoar, dan di atas saluran air. Ini mengganggu keadaan kota dan melanggar 
peraturan. 

Perencanaan penyelesaian yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. 
Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada pedagang dan masyarakat agar mereka 
memahami manfaat implementasi RTRW. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar 
instansi yang terlibat dalam pengelolaan tata ruang, serta meningkatkan efisiensi pengawasan dan 
penegakan kebijakan. Agar implementasi menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, pendekatan berbasis 
partisipasi masyarakat juga harus diperkuat. 

Dengan menggunakan studi kasus pemanfaatan pasar sentral, penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan RTRW di Kota Gorontalo. Secara khusus, penelitian ini akan 
menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut dan 
memberikan saran kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini 
diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menciptakan tata ruang kota yang lebih terorganisir dan 
bermanfaat bagi masyarakat dengan memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan pelaksanaan 
RTRW. 

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang 
pelaksanaan kebijakan RTRW, khususnya dalam konteks pasar dan pengelolaan ruang publik lainnya. 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk perbaikan kebijakan tata ruang di Kota Gorontalo 
dan kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa. Ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan yang berbasis data dan analisis empiris. 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk 

menyelidiki kondisi objek secara alami tanpa mengubah variabel seperti yang dilakukan dalam metode 
eksperimen. Dengan menggunakan triangulasi atau kombinasi metode seperti observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, peneliti bertindak sebagai alat utama dalam penelitian ini. Tidak sekadar generalisasi 
statistik, analisis data induktif menekankan makna yang ditemukan. 

Proses penelitian terdiri dari tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan 
penyusunan laporan. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan penelitian literatur tentang Implementasi 
Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. Selama tahap pelaksanaan, peneliti mengumpulkan data melalui 
observasi di lapangan, wawancara dengan informan yang relevan, dan pengkajian dokumen yang relevan. 
Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode reduksi, penyajian, dan penarikan 
kesimpulan. Setelah tahap analisis, penelitian dilanjutkan ke tahap penyusunan laporan, di mana temuan 
penelitian disusun secara sistematis dan divalidasi melalui diskusi dengan pembimbing dan pengecekan 
keabsahan data melalui metode triangulasi sumber dan metode. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis 

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota 
Gorontalo, dengan fokus pada pemanfaatan Pasar Sentral sebagai studi kasus. Secara umum, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal akibat beberapa faktor utama, yaitu 
komunikasi, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum efektif. 

Kurang sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pedagang adalah temuan utama penelitian ini. 
Banyak penjual tetap berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti bahu jalan dan trotoar, 
karena mereka tidak memahami kebijakan tata ruang. Hal ini mengganggu ketertiban kota dan 
meningkatkan kemungkinan pelanggaran tata ruang yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga ahli maupun alokasi anggaran, menjadi 
hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan RTRW. Kekurangan tenaga ahli dalam bidang 
perencanaan tata ruang menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan kebijakan. Di sisi 
lain, alokasi anggaran yang terbatas membuat upaya perbaikan infrastruktur dan fasilitas di Pasar Sentral 
kurang maksimal. 

Selain itu juga, sikap pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam keberhasilan 
pelaksanaan RTRW. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan belum sepenuhnya proaktif 
dalam menegakkan aturan dan menangani pelanggaran tata ruang. Karena tidak ada ketegasan dalam 
penegakan aturan, pedagang cenderung mengabaikan kebijakan pemerintah. 

Karena struktur birokrasi yang rumit, implementasi kebijakan RTRW menjadi lebih sulit. Koordinasi 
yang buruk antara lembaga pemerintah yang menangani tata ruang dan pengelolaan pasar menyebabkan 
penyelesaian masalah di lapangan menjadi lambat dan tidak efisien. Ini menunjukkan bahwa reformasi 
birokrasi diperlukan agar implementasi kebijakan RTRW dapat berjalan lebih baik. 
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Efektifitas implementasi kebijakan yang buruk ini sangat luas. Kondisi pasar yang tidak tertata 

dengan baik tidak hanya menyebabkan ketidaktertiban dalam pemanfaatan ruang, tetapi juga berdampak 
pada aktivitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Pasar Sentral, yang seharusnya menjadi pusat 
perdagangan, mengalami penurunan jumlah pengunjung karena kondisi lingkungan yang tidak 
menguntungkan. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan agar masyarakat dan pedagang lebih mengenal 
kebijakan RTRW agar mereka lebih memahami pentingnya penataan ruang yang sesuai dengan peraturan. 
Selain itu, peningkatan alokasi anggaran diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur pasar dan 
penyediaan profesional tata ruang yang berpengalaman. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas dalam 
menegakkan kebijakan RTRW, termasuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Untuk 
membuat proses implementasi kebijakan lebih efektif, koordinasi antarinstansi juga harus diperbaiki. 
Diharapkan bahwa tindakan ini akan membuat pelaksanaan kebijakan RTRW di Kota Gorontalo lebih efisien 
dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan RTRW sangat 
bergantung pada komunikasi yang baik, sumber daya yang cukup, sikap proaktif pelaksana, dan struktur 
birokrasi yang baik. Tata ruang yang tertata dengan baik dapat dibangun dengan mengatasi hambatan yang 
ada, yang akan menghasilkan lingkungan yang lebih nyaman dan produktif bagi penduduk Kota Gorontalo. 

Diskusi 
Dalam Konteks Implementasi Kebijakan Tata Ruang Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya dalam pemanfaatan Pasar Sentral di Kota Gorontalo. 
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi RTRW menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya 
koordinasi antar instansi pemerintah dan resistensi dari pedagang yang masih memilih berjualan di lokasi 
yang tidak sesuai dengan tata ruang. Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan dari hasil 
wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 
dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, dan rapat koordinasi dengan berbagai 
dinas terkait. Namun, meskipun ada upaya komunikasi, belum sepenuhnya menjamin kepatuhan pedagang 
terhadap aturan tata ruang. Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan tata ruang juga 
bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun manusia. Dinas PUPR dan Dinas 
Perdagangan berperan dalam pengawasan, tetapi keterbatasan sumber daya sering kali menjadi kendala 
dalam memastikan kepatuhan pedagang. Sikap pelaksana kebijakan dari analisis penelitian, sikap 
pelaksana dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, namun masih ada hambatan dalam penegakan 
aturan. Ketegasan dalam pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan masih perlu 
ditingkatkan agar kebijakan dapat berjalan optimal. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 
RTRW di Kota Gorontalo melibatkan banyak lembaga. Sayangnya, koordinasi antar instansi sering kali 
menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif di 
lapangan. 

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini, ditemukan bahwa temuan terkait 
kendala implementasi RTRW di Kota Gorontalo memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya yang 
dilakukan di Kabupaten Garut dan Kota Metro, yang menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam tata 
ruang sering kali berkaitan dengan koordinasi antar instansi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 
. 

Implementasi kebijakan RTRW dalam pemanfaatan pasar berpengaruh terhadap keberlanjutan 
ekonomi pedagang. Beberapa pedagang merasa bahwa kebijakan ini membatasi ruang gerak mereka dalam 
menjalankan usaha, sehingga menyebabkan adanya pelanggaran tata ruang. Mayoritas pedagang di Pasar 
Sentral Kota Gorontalo menolak relokasi karena lokasi baru yang disediakan dianggap kurang strategis dan 
berdampak pada penurunan jumlah pelanggan. Oleh karena itu, banyak pedagang yang tetap berjualan di 
area yang melanggar tata ruang. 

Efektivitas kebijakan RTRW sangat bergantung pada penegakan aturan dan respons masyarakat 
terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pedagang lebih memilih 
lokasi yang menguntungkan secara ekonomi meskipun tidak sesuai dengan zonasi tata ruang. Untuk 
mengatasi kendala yang ada, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan komunikasi dengan pedagang 
agar kebijakan RTRW dapat diterima dengan baik. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan penerapan 
insentif bagi pedagang yang patuh terhadap kebijakan dapat menjadi solusi yang efektif. 

Pemerintah Kota Gorontalo perlu memperkuat koordinasi antara Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, 
dan instansi lain yang terkait dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya sinergi antar instansi, kebijakan 
yang telah dirancang dengan baik tidak akan berjalan secara optimal. Salah satu kunci keberhasilan 
implementasi kebijakan tata ruang adalah partisipasi aktif dari masyarakat dan pedagang. Jika masyarakat 
merasa dilibatkan dalam proses perencanaan, kemungkinan kepatuhan terhadap kebijakan akan lebih 
tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar pemerintah meningkatkan pendekatan 
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persuasif dalam implementasi kebijakan RTRW. Selain itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap lokasi 
pasar agar sesuai dengan kebutuhan pedagang dan masyarakat. 

SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) di Kota Gorontalo, khususnya dalam pemanfaatan Pasar Sentral, ditemukan bahwa 
pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang memengaruhi 
ketidakefektifan implementasi meliputi kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pedagang, 
keterbatasan sumber daya baik dalam aspek keuangan maupun tenaga ahli, serta sikap pelaksana yang 
belum sepenuhnya proaktif dalam menegakkan aturan dan menangani pelanggaran tata ruang. Selain itu, 
struktur birokrasi yang kompleks dan koordinasi yang kurang efektif antarinstansi menjadi hambatan 
dalam mewujudkan tata ruang yang lebih tertata dan berfungsi optimal. 

Dampak dari implementasi kebijakan yang belum maksimal terlihat dari maraknya pelanggaran tata 
ruang, seperti pedagang yang masih berjualan di trotoar, bahu jalan, dan saluran air, yang menyebabkan 
kemacetan, penurunan estetika kota, serta masalah lingkungan. Data dari Dinas PUPR Kota Gorontalo 
menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran setiap tahunnya, yang menandakan perlunya tindakan lebih 
tegas dari pemerintah dalam menegakkan kebijakan RTRW. Keberhasilan implementasi kebijakan ini 
sangat bergantung pada komunikasi yang lebih baik, alokasi sumber daya yang memadai, serta peningkatan 
kapasitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya. 

Disarankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi guna mengatasi tumpang 
tindih kebijakan dan meningkatkan efektivitas implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain 
itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih inklusif agar masyarakat dan pedagang memahami serta mendukung 
kebijakan yang diterapkan. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar serta 
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan RTRW. Pengawasan dan penegakan 
regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan zonasi dan tata ruang. 
Terakhir, evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta 
menemukan solusi yang lebih efisien dalam penerapan kebijakan ini. 
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